BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan Corporate Social

Responsibilty Di Kabupaten Karawang masih dirasakan belum sepenuhnya

dapat'di jalankan. Kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan program CSR di
pupaten Karawang, sangat.sekalijperfu di buatkan regulasi berdasarkan

otoritas Pemerintah Daerah Karawapg sebagai pelaku dari pemegang

=Hal ini=bertujuan untuk mengisi

psongan hukum a er a p pemberlakuan
\ atau pengat ; : usahaan di Kabupaten
Karawe dalaAssmaglgksa ungsi al_fcuhadap= kesejahteraan

lingkunganyperusahaan MAWKnGm Undang-Undang
Nomor 40 Tahum t rs€r0an TerbatasS. Tentunya pengaturan

tersebut lebih diarahkap Kepada sanksi dan konsep, bentuk serta/ standar

pendanaan dalam pelaksanaanfpregrammCSRyagar dapat terwujud keéSejahteraan
masayarakat secara adil dan merata.

Kemudian terkait dengan impelementasi pelaksanaan program CSR yang
dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang,
telah sesuai dengan tujuan dan sararan dari program CSR itu sendiri.
Keseluruhan program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang adai
Kabupaten Karawang ini mengaju kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap kewajiban perusahaan dalam
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menyelenggarakan Program CSR yang bertujuan untuk mengadakan
kesejeahteraan masayarakat lingkungan perusahaan tersebut beraktifitas
walaupun dalam hal ini masih terdapat beberpa perusahan yang tidak
melaksnaakan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program CSR.
Bukan hanya itu dalam implementasinya, menurut penulis prgram CSR belum

bisa dirasitasikan~techadap masayarakat daerah Kabupaten Karawang secara

¢

Adapun saran berdasarkan hasil pe

merata.

Sadlran

elitian diatas adalah sebagai berikut :

Bagi pemerintah

dasarkan otrit aerah da engurus dan mengatur

[ angga sendiki Io 3 'iii.'IE!'l"‘“ gan Program CSR,

terk déngan perusahaan dar® al Ini dapat menjadi pendukung

pemerintahy dalam KARAWAN‘G/arakat Kabupaten

Karawang. B

regulasi khusu

a_itu, pemerintah harus turut serta melakukan

fungsi pengawasan terh@eap pe anaan Program CSR agargkewajiban

Perushaan dalam melaksanaka gIa R perdasarkam” Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat berjalan
dengan tertib dan ditaati.

2. Bagi Perusahaan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Karawang,
harus merubah stigma pelaksanaan program CSR ini adalah sebagai

pemborosan, tetapi program CSR ini seharusnya dijadikan kesempatan
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oleh perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan masayarakat
sekitar dan pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

Bagi Masayarakat pada umumnya, harus berpartisipasi secara aktif dalam
proses pererncanaan program kebutuhan riil dari masayarakat sekitar

perusahaan sehingga Program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan

gcara tepat sasaran




